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ABSTRAK 
Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan 
terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya 
bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan 
Jabodetabekpunjur. Peraturan tersebut membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995, sehingga proyek 
reklamasi Teluk Jakarta tidak memiliki payung hukum yang jelas. Bahkan Gubernur DKI Jakarta 
menghentikan dan menyegel bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi karena tanpa IMB, selanjutnya 
Gubernur menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta yang mengacu pada 
Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang telah dibatalkan dan dicabut keberlakuannya. Pergub ini memberikan 
wewenang kepada Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta untuk mengkoordinasikan 
dan melaksanakan proyek reklamasi. Terbitnya peraturan ini telah memperpanjang polemik reklamasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kebijakan publik akibat penerbitan Perpres 
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang membatalkan Keppres 
Nomor 52 Tahun 1995 dan bagaimana dampak dengan dihapusnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang 
berakibat penghentian dan penyegelan bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi. Penelitian dilakukan 
dengan metode pendekatan kebijakan publik. Hasil kesimpulan sementara penelitian adalah kompleksitas 
pelaksanaan proyek reklamasi bersumber dari; adanya inkonsistensi kebijakan, banyaknya tumpang tindih 
aturan dan lemahnya penegakan hukum. 
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I. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang terus meningkat secara tajam, pada akhirnya memerlukan lahan 
untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap permukiman. Hal ini karena jumlah lahan di wilayah DKI 
Jakarta relatif terbatas, bahkan untuk wilayah DKI Jakarta bagian selatan, timur, dan barat tidak dapat 
dilakukan penambahan. Untuk salah satu wilayah DKI Jakarta yang memungkinkan untuk dilakukan 
perluasan lahan adalah pantai utara Jakarta. Cara satu-satunya adalah dengan melakukan reklamasi pantai 
utara Jakarta.  
Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan upaya yang komprehensif yang dilakukan oleh Pemprov 
DKI Jakarta, dengan alasan reklamasi bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, 
serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya. Tak hanya itu, reklamasi pantai utara Jakarta juga bertujuan 
untuk menata kembali kawasan Pantai Utara Jawa dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan 
Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city) karena ruang Jakarta sudah tidak mungkin diperluas. 
Namun dalam implementasinya, kebijakan reklamasi teluk Jakarta menghadapi banyak masalah yang 
kompleks, seperti aspek perizinan, masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai contoh dalam masalah 
perizinan, masih terdapat dua sumber hukum yang bertentangan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 
1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pendukung keberlanjutan proyek reklamasi yang 
bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabotabekpunjur. 
Dalam regulasi itu dinyatakan  bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sepanjang berkaitan 
dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. 
Proyek reklamasi juga berdampak pada masyarakat nelayan yang tinggal dan mencari nafkah di pantai 
Utara Jakarta.  Hasil penelitian memperlihatkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat nelayan 
yakni terganggunya relasi jejaring sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dalam masyarakat 
nelayan, bermula dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan dan berkembang menjadi 
modal sosial dalam sistem usaha perikanan skala kecil. Akibatnya, aktor-aktor dalam relasi jaringan sosial 
yang telah terpola mengalami perubahan untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. 
Dengan demikian ada pengaruh proyek reklamasi terhadap penurunan pendapatan masyarakat nelayan pantai 
utara Jakarta. 
 Sebagai akibatnya, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengeluarkan kebijakan 
untuk memberhentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Gubernur beralasan bahwa proyek reklamasi 
telah merugikan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menarik 
Rancangan Peraturan Daerah yang tengah dibahas oleh dewan (DPRD DKI Jakarta) terkait kelanjutan proyek 
reklamasi. Kebijakan diikuti pula dengan penyegelan bangunan 932 bangunan yang berdiri di atas tanah 
reklamasi karena sebagian besar bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. 
 
II. PERMASALAHAN 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kebijakan publik akibat penerbitan 
Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang membatalkan 
Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan bagaimana dampak dengan dihapusnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 
yang berakibat penghentian dan penyegelan bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi.  
 
III.METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan publik, yaitu metode penelitian bersifat 
kualitatif empiris yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial secara komperehensif dan holistik terkait 
obyek yang diteliti. Pengumpulan data melalui kajian pustaka dan studi dokumen, di samping wawancara 
mendalam yang dilengkapi dengan focus group discussion (FGD). Analisis mengacu pada teori kebijakan 
model Mazmanian-Sabatier, dan kesimpulan bersifat induktif.  
 
IV. PEMBAHASAN 
Sebagaimana diketahui, Teluk Jakarta merupakan kawasan yang sangat luas, di mana di wilayah tersebut 
kaya dengan hasil perikanan sehingga menjadi salah satu pemasok kebutuhan ikan dan hewan lainnya bagi 
masyarakat Jakarta. Sebagai akibat kebutuhan lahan untuk hunian dan investasi perdagangan, pada tahun 
1995 Pemerintah Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan pelaksanaan proyek reklamasi dengan 
menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan 
tersebut ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995 yang berisi penetapan reklamasi Pantai Utara Jawa sebagai 
satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai dalam rangka mewujudkan 
Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan, yaitu sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis 
dipandang dari perspektif ekonomi dan pembangunan perkembangan kota.  
Dalam pelaksanaannya terdapat 6 perusahaan pengembang yang telah melakukan kerjasama dengan 
Badan Pengelola Pantai Utara untuk melakukan reklamasi Pantura Jakarta. Perusahaan tersebut antara lain 
PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan 
Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo. Keenam pengembang tersebut 
melakukan kegiatan reklamasi tanpa disertai analisis dampak lingkungan, sehingga berakibat hancurnya 
ekosistem laut di Teluk Jakarta. 
Konflik kebijakan dimulai sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 
2003 tetang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan ini 
kemudian digugat oleh enam perusahaan pengembang yang melakukan reklamasi teluk Jakarta. Gugatan 
tersebut ditujukan pada dua hal pokok, yaitu Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan 
keputusan ketidaklayakan lingkungan rencana reklamasi pantura Jakarta dan kewenangan Menteri 
Lingkungan Hidup untuk mewajibkan instansi yang berwenang untuk tidak menerbitkan izin pelaksanaan 
Reklamasi Pantai Utara. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan 
kedua, Majelis Hakim mengabulkan gugatan para pengusaha (Penggugat). Namun demikian pada tingkat 
kasasi, Majelis Hakim berhasil memenangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Penggugat Intervensi 
lainnya. Akan tetapi di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung justru memenangkan para pengusaha 
dan mencabut putusan kasasi.  Substasi Putusan Peninjauan Kembali  menetapkan dicabutnya status hukum 
keberlakuan peraturan menteri lingkungan hidup sehingga proyek reklamasi tetap terus dilanjutkan. 
Para pengembang yang telah merasa memenangkan gugatan hukumnya, pada akhirnya berbondong-
bondong melakukan kegiatan proyek reklamasi secara besar-besaran tanpa analisis dampak lingkungan. 
Akibatnya lingkungan fisik dan terumbu karang yang ada di teluk Jakarta mengalami kerusakan yang parah. 
Masyarakat nelayan yang selama ini mencari nafkah di sekitar teluk tersebut mengalami kesulitan 
memperoleh ikan.  
Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang 
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan tersebut 
membatalkan  Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  Dengan 
dicabutnya peraturan tersebut, proyek reklamasi teluk Jakarta tidak memiliki payung hukum.  Akibatnya, 
pelaksanaan proyek reklamasi kembali bermasalah karena pengembang terus melakukan kegiatannya tanpa 
memperdulikan protes dari masyarakat. 
 Anehnya tanpa memperdulikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008,  pada tahun 2012, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.  Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang habis masa berlakunya 
tahun 2010. Berdasarkan peraturan ini, Kawasan Tengah Pantai Utara dijadikan lokasi program 
pengembangan baru bagi pemeritah provinsi DKI Jakarta. Bahkan, Kawasan Tengah Pantai Utara dijadikan 
sebagai kawasan Pusat Kegiatan Primer yang berfungsi melayani kegiatan berskala internasional, nasional 
atau beberapa provinsi.  Kawasan Tengah Pantai Utara rencananya menjadi pusat niaga baru di bidang 
perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), dan lembaga keuangan.  
Sementara itu pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai dilakukan secara luas dengan 
dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Terbitnya izin tersebut 
memperpanjang polemik proyek reklamasi, karena protes dari masyarakat kian massif sehingga Pemerintah 
akhirnya memberhentikan kelanjutan proyek reklamasi. Bahkan pada tahun 2016 masyarakat dihebohkan 
dengan penangkapan salah seorang anggota dewan yang terlibat kasus suap pembahasan rencana peraturan 
daerah terkait reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya masih ada sekitar 13 Pulau yang 
belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi para pengembang 
terus melakukan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.  
Sebagai akibatnya, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengeluarkan kebijakan 
untuk memberhentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Gubernur beralasan bahwa proyek reklamasi 
telah merugikan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menarik 
Rancangan Peraturan Daerah yang tengah dibahas oleh dewan (DPRD DKI Jakarta) terkait kelanjutan proyek 
reklamasi. Kebijakan diikuti pula dengan penyegelan bangunan 932 bangunan yang berdiri di atas tanah 
reklamasi karena sebagian besar bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan.  
Dalam perkembangannya, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, 
di mana dalam peraturan tersebut gubernur memberikan kewenangan penuh Badan Koordinasi dan 
Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek reklamasi. 
Anehnya peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1995 yang telah dibatalkan 
keberlakuannya. 
Kebijakan tersebut juga telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan terkait proyek reklmasi Teluk 
Jakarta. Hal ini karena penerbitan aturan tersebut dinilai pemerintah daerah DKI Jakarta akan melanjutkan 
proyek reklamasi, sehingga memicu penolakan dari masyarakat nelayan dan aktivis lingkungan. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 menegaskan, bahwa Badan Koordinasi 
Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, 
dan penataan kembali kawasan darat pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam 
pengelolaan hasil reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.  
Sedangkan berdasarkan pasal 2 dinyatakan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BKP Pantura Jakarta menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.  
Adanya kata "penyelenggaraan reklamasi" yang termuat di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a 
mengindikasikan kalau reklamasi akan dilanjutkan. Hal ini juga memberi kesan kalau Anies-Sandi telah 
inkonsisten dalam kebijakan reklamasi. 
Secara yuridis, Pergub tersebut di atas cacat hukum karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 
tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta yang sudah tidak berlaku berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, 
Cianjur. Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 
1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Proyek reklamasi tetap akan membawa dampak negatif terhadap kawasan pantura, meski beleid 
membahas tentang pengelolaan pencemaran lingkungan, pelestarian hutan bakau dan hutan lindung, penataan 
bantaran sungai di kawasan darat Pantura. Dampak ini disebabkan oleh proyek reklamasi tidak memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), rencana zonasi, rencana kawasan strategis, lokasi 
pengambilan pasir yang jelas.  Pembangunan rumah dan ruko di pulau reklamasi juga tidak memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah. 
Mengacu pada teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang menyatakan bahwa ada tiga 
kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi sebuah kebijakan, yaitu tractability of the 
problems; ability of statute to structure implementation, dan non statutory variables affecting 
implementation. Ketiga kelompok variable tersebut saling terkait sehingga implementasi kebijakan dapat 
diketahui factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan maupun kegagalan suatu kebijakan. 
Pertama, karakateristik masalah yang mewarnai kebijakan reklamasi adalah kepentingan ekonomi, di 
mana para pemodal memainkan peran sangat signifikan. Hal ini mengingat proyek reklamasi membutuhkan 
 investasi yang sangat besar dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang ada dipengaruhi oleh kepentingan 
para pemodal.  
Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sejatinya mega proyek reklamasi hanya untuk memuaskan 
kepentingan kapitalis, bukan untuk kepentingan masyarakat sekitar proyek reklamasi, apalagi kepentingan 
masyarakat nelayan tradisional. Hal ini dikarenakan: Pertama, semakin terbatasnya ketersediaan lahan di 
Jakarta, ditambah lagi harganya yang terus meningkat tinggi, menyebabkan para investor beralih ke lahan 
reklamasi. Para investor di sektor property cenderung memilih melakukan reklamasi pantai dari pada 
melakukan pembebasan lahan. Kedua, para pemilik modal cenderung berupaya melakukan penguasaan 
sumber daya secara eksklusif, termasuk kawasan Teluk Jakarta, dengan mengubah menjadi “kota kelompok  
elit”. Dalam perspektif ini, alih-alih proyek reklamasi untuk kepentingan publik, pada gilirannya mendorong 
privatisasi sumber daya oleh kelompok investor. Kawasan Teluk Jakarta yang pada awalnya dapat dinikmati 
masyarakat secara bebas, akan diubah menjadi kawasan eksklusif untuk kepentingan kelompok pemilik 
modal.  
Kedua, karakteristik kebijakan atau undang-undang yang terkait proyek reklamasi tidak jelas karena 
Undang-undang Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dianulir dengan 
keluarnya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kerancuan inilah yang memicu terjadinya konflik kebijakan yang 
berkepanjangan.  
Sebagai contoh, pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam izin pelaksanaan reklamasi pulau G, yang 
dikeluarkan pada Desember 2014, disebutkan beberapa dasar hukum, antara lain: Kepres No. 52/1995 
(tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta), Perpres No. 54/2008 (tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur), 
Perda No. 1/2012 (tentang RTRW 2010-2030), Peraturan Gubernur No.121/2012 (tentang Penataan Ruang 
Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta). Dengan demikian ada beberapa UU sebagai tata aturan yang lebih 
tinggi di atas Kepres yang tidak dijadikan acuan, yaitu UU No. 27/2007 tentang Kawasan Pesisir pasal 7 ayat 
1 yang mengharuskan adanya rencana zonasi. Hal tersebut diperkuat oleh Perpres No. 122/2012 pasal 4 yang 
mengatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. 
Ketiga, karakteristik variable lingkungan yang berpengaruh pada kebijakan proyek reklamasi adalah 
faktor politik dan birokrasi. Kedua faktor tersebut sangat besar. Proyek reklamasi juga berdampak pada 
masyarakat nelayan yang tinggal dan mencari nafkah di pantai Utara Jakarta.  Hasil penelitian 
memperlihatkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat nelayan yakni terganggunya relasi 
jejaring sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dalam masyarakat nelayan, bermula dari upaya 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan dan berkembang menjadi modal sosial dalam sistem usaha 
perikanan skala kecil. Akibatnya, aktor-aktor dalam relasi jaringan sosial yang telah terpola mengalami 
perubahan untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Dengan demikian ada pengaruh 
proyek reklamasi terhadap penurunan pendapatan masyarakat nelayan pantai utara Jakarta. 
Berdasarkan analisis teori di atas, maka implementasi kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat 
dikatakan tidak berhasil. Ketidak berhasilan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh peraturan yang tumpang 
tindih dan kebijakan pemerintah yang inkonsistensi. Kebutuhan ruang untuk perluasan wilayah perkotaan di 
Jakarta, karena sulit dan mahalnya perolehan lahan yang antara lain disebabkan spekulasi lahan yang terkait 
dengan kentalnya pembangunan Jakarta yang sangat didorong pasar memunculkan terjadinya perang 
informasi asimetrik dalam inisiatif program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 
Proyek reklamasi pada akhirnya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta seringkali dihentikan tetapi pada 
lain waktu dijalankan lagi dengan terbit aturan baru. Kebijakan yang berubah-ubah inilah yang menyebabkan 
proyek reklamasi mengalami deadlock, bahkan terjadi banyak gugatan di pengadilan. Masyarakat nelayan 
pun akhirnya dibuat tidak berdaya oleh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron 
dan cenderung elitis. 
Sejak pertama kali dilantik 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau 
Ahok telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing:  
1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau G Kepada Pt Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014;  
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;  
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;  
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 
2015. 
Dikeluarkannya keempat ijin pelaksanaan reklamasi tersebut cenderung dipaksakan hingga melanggar 
berbagai peraturan perundangan di atasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalan-
 pintas untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K. Belakangan diketahui proses yang tidak transparan ini sarat praktik 
korusptif. Materi ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan proyek reklamasi Jakarta dalam berbagai 
dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi. 
 
V. SIMPULAN 
Sejak kebijakan reklamasi dilaksanakan, Pemprov DKI Jakarta berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang 
kontroversial. Ini karena banyaknya kepentingan para pihak yang bermain di dalam proyek itu, terutama 
pihak pemerintah pusat, pengembang dan pemprov DKI. Akibatnya proyek tidak berjalan sebagaimana yang 
direncakan, karena adanya aksi suap dan korupsi mewarnai jalannya proyek reklamasi. 
Hasil kesimpulan sementara penelitian adalah kompleksitas pelaksanaan proyek reklamasi bersumber 
dari: Pertama, payung hukumnya yang tidak jelas dan regulasi yang ada isinya tumpang tindih. Kedua, 
kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron selaras, karena ego sektoral kewenangan dan 
lemahnya koordiansi antar lembaga dan departemen terkait. Ketiga, pengembangan kawasan reklamasi Teluk 
Jakarta kurang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga ditolak 
masyarakat. Keempat, adanya inkonsistensi kebijakan, sehingga proyek reklamasi rentan dipengaruhi 
kepentingan pemilik modal dan aktor-aktor elit politik. Kelima,  dalam implementasinya proyek reklamasi 
tersebut menimbulkan banyak permasalahan seperti tidak adanya rencana zonasi dan rencana kawasan 
strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di 
atas pulau reklamasi tanpa didahului dengan izin mendidirikan bangunan (IMB), bahkan tanpa sertifikat 
tanah. 
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